PESISIR SELATAN

PETA PROSES BISNIS

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PESISIR SELATAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya
sehingga Laporan Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan peta proses bisnis merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Melalui penyusunan peta proses bisnis, setiap proses kerja di lingkungan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dipetakan secara sistematis sehingga
memperjelas hubungan antarproses, pembagian peran dan tanggung jawab, serta

mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi secara optimal.

Laporan ini disusun sebagai dokumentasi hasil penyusunan dan penyempurnaan
peta proses bisnis yang mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah serta selaras
dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pesisir
Selatan. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan
proses kerja, pengambilan keputusan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta
pengembangan sistem manajemen pemerintahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu,
kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan pada
masa yang akan datang. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak
yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan laporan ini.
Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja organisasi serta
mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Juli 2026
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1.1.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan agenda strategis pemerintah dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel,
dan berorientasi pada pelayanan publik. Salah satu aspek penting dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi adalah penataan tata laksana melalui penyusunan
peta proses bisnis yang menggambarkan hubungan kerja antarproses, keterkaitan
fungsi organisasi, serta alur pelaksanaan tugas secara terpadu. Peta proses bisnis
menjadi instrumen manajemen yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai
proses penyelenggaraan urusan pemerintahan sehingga dapat meningkatkan
efektivitas koordinasi, memperjelas peran dan tanggung jawab, serta mendukung

pencapaian tujuan organisasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pesisir Selatan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan memiliki peran
strategis dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan pelayanan
perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan pasti, serta mendukung pertumbuhan
ekonomi daerah. Untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas diperlukan proses
kerja yang terstruktur, terintegrasi, dan terdokumentasi dengan baik sehingga
seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan secara efektif dan

efisien.

Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 dilaksanakan sebagai bentuk implementasi
penataan tata laksana organisasi sesuai dengan kebijakan Reformasi Birokrasi
serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses kerja organisasi. Melalui
penyusunan peta proses bisnis, setiap proses utama, proses pendukung, dan
proses manajerial dapat diidentifikasi secara sistematis sehingga memudahkan
koordinasi antarunit kerja, mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan,
meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, serta memperkuat pengendalian dan

evaluasi kinerja organisasi.

Dalam konteks Reformasi Birokrasi, peta proses bisnis merupakan salah satu

instrumen penting untuk mendukung penyederhanaan birokrasi, peningkatan
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kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, serta penerapan
manajemen risiko dan pengendalian intern pemerintah. Peta proses bisnis juga
menjadi dasar dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP),
pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penyempurnaan
struktur organisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan

pelaku usaha.

Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 juga merupakan bentuk
dukungan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Melalui
penyelarasan proses bisnis dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, serta program pembangunan daerah, diharapkan seluruh proses kerja
organisasi dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pelayanan publik
yang prima, peningkatan investasi daerah, kemudahan berusaha, peningkatan daya
saing daerah, serta tercapainya target pembangunan yang telah ditetapkan dalam
RPJMD.

Dengan tersusunnya Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, diharapkan
tersedia pedoman yang mampu menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi, meningkatkan efektivitas koordinasi antarunit kerja, memperkuat
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta mendorong
peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan dalam rangka memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan

daerah.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Peta Proses Bisnis

1. Maksud

Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dimaksudkan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang
menggambarkan keterkaitan antarproses kerja, hubungan antarunit organisasi,
serta alur pelaksanaan kegiatan secara terintegrasi. Peta proses bisnis ini
menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas secara efektif,
efisien, terkoordinasi, dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi serta

peningkatan kualitas pelayanan publik.
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2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Menyusun gambaran menyeluruh mengenai proses bisnis perangkat
daerah yang mencakup proses utama, proses pendukung, dan proses
manajerial sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas,
fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab secara jelas, terarah, dan
terintegrasi.

Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan konsistensi pelaksanaan proses
kerja melalui penguatan koordinasi serta keterpaduan antarunit kerja.
Mengidentifikasi dan meminimalkan potensi tumpang tindih proses,
duplikasi pekerjaan, serta hambatan dalam pelaksanaan tugas sehingga
tercipta tata kelola organisasi yang lebih optimal.

Mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya pada aspek
penataan tata laksana, penyederhanaan proses bisnis, peningkatan
kualitas pelayanan publik, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menjadi dasar dalam penyusunan dan penyempurnaan Standar
Operasional Prosedur (SOP), pengembangan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE), penerapan manajemen risiko, serta
peningkatan kualitas sistem pengendalian intern pemerintah.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan,
akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat serta
pelaku usaha.

Mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta memberikan kontribusi terhadap
pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

mencakup seluruh proses kerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah

sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang diamanatkan dalam



ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan peta proses bisnis
dilakukan secara menyeluruh untuk menggambarkan hubungan antarproses, alur
pelaksanaan kegiatan, keterlibatan unit kerja, serta keterkaitan antara proses
utama, proses pendukung, dan proses manajerial dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan di bidang penanaman dan pelayanan terpadu satu pintu.

Penyusunan Peta Proses Bisnis juga mencakup identifikasi hubungan kerja
antarbidang, antarunit organisasi, serta hubungan dengan pemangku kepentingan
eksternal yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan dan penanaman modal.
Dengan demikian, peta proses bisnis mampu memberikan gambaran menyeluruh
mengenai mekanisme kerja organisasi sebagai dasar peningkatan efektivitas

koordinasi, efisiensi proses, dan kualitas pelayanan publik.

Seluruh proses bisnis yang disusun mengacu pada visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.
Penyelarasan tersebut dimaksudkan agar setiap proses kerja yang dilaksanakan
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan
kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan daerah, khususnya
dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan berusaha, peningkatan
investasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan,

dan akuntabel.



2.1.

2.2.

BAB I

VISI DAN MISI KEPALA DAERAH, TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT

DAERAH, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Visi dan Misi Kepala Daerah

Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 mengacu pada arah
kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029. Peta proses bisnis disusun untuk memastikan seluruh proses
kerja perangkat daerah mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,

dan arah kebijakan pembangunan daerah.
Visi Bupati Pesisir Selatan
“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”
Misi Bupati Pesisir Selatan

Misi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah
sebagai berikut :

1) Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas;

2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan
Berakhlak;

3) Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul
untuk Masyarakat yang Sejahtera;

4) Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif;
dan;

5) Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah periode 2025-2029 melalui
pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan
dan sasaran dan arah kebijakan yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan
sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat
prioritas tertinggi dalam perencanaan pengembangan investasi jangka menengah
Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan

arsitektur kinerja pembangunan dan pembangunan investasi di Kabupaten Pesisir
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Selatan secara keseluruhan. Tujuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pesisir

Selatan yang akan dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada Misi Satu ( 1 ) dan
Misi Tiga (3).

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A.

Tugas Pokok Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2025 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir
Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Urusan Penanaman Modal.
Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu;

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

4) Pelaksanaan administrasi DPMPTSP; dan

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berikut struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah
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BAB Il

PROGRAM, KEGIATAN DAN PETA PROSES BISNIS PERANGKAT DAERAH

3.1.

Program dan Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan,
sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah sebagaimana tercantum
dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Seluruh program,
kegiatan, dan sub kegiatan tersebut menjadi instrumen pelaksanaan tugas dan
fungsi perangkat daerah sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan Peta Proses

Bisnis.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi dasar penyusunan Peta
Proses Bisnis mengacu pada nomenklatur sebagaimana ditetapkan dalam Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2025-2029. Program tersebut meliputi penyelenggaraan urusan
penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan, administrasi perangkat
daerah, serta program-program pendukung lainnya yang mendukung

penyelenggaraan tugas perangkat daerah.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029
DPMPTSP, sesuai misi ke 1 (satu) yaitu “Mewujudkan Pemerintahan yang
Profesional dan Berintegritas”, dan misi ke 3 (tiga) yaitu “Pesisir Selatan Menjadi
Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Masyarakat yang Sejahtera”

mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1)  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2)  Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

3)  Program Promosi Penanaman Modal

4)  Program Pelayanan Penanaman Modal

5)  Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Berdasarkan program-program tersebut Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kegiatan

dan sub kegiatan sebagai berikut:

10



No

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program Penunjang

Urusan Pemerintahan

Daerah Kab/Kota

a. Perencanaan,

Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

. Administrasi

Keuangan Perangkat
Daerah

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN

Administrasi Sosialisasi Peraturan
Kepegawaian Perundang-
Perangkat Daerah Undangan
Administrasi Umum Penyediaan
Perangkat Daerah Komponen Instalasi
Listrik dan
Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan

Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan

Fasilitasi Kunjungan
Tamu
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD

Pengadaan Barang
Milik Daerah

Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Pengadaan Mebel

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Pemeliharaan Barang

Penyediaan Jasa
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Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya
Pemeliharaan/
Rehabilitasi Gedung
Kantor dan
Bangunan Lainnya

Program
Pengembangan Iklim
Penanaman Modal

Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif di
Bidang Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kab/Kota

Penetapan
Kebijakan Daerah
Mengenai
Pemberian
Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan
Penanaman Modal

Pembuatan Peta
Potensi Investasi
Kabupaten/K

Penyusunan
Rencana Umum
Penanaman Modal
Daerah Kab/Kota
Penyusunan Peta
Potensi Investasi
Kab/Kota

Program Promosi
Penanaman Modal

Penyelenggaraan
Promosi Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kab/Kota

Pelaksanaan
Kegiatan Promosi
Penanaman Modal
Daerah Kab/Kota

Program Pelayanan
Penanaman Modal

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal
yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kab/Kota

Penyediaan
Pelayanan Perizinan
Berusaha melalui
Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi
secara Elektronik
Penyediaan dan
Pengeloalaan
Layanan Konsultasi
Perizinan Berusaha
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Berbasis Risiko
Pemantauan,
analisis, evaluasi
dan pelaporan di
bidang perizinan
berusaha berbasis
risiko

v Program a. Pengendalian Pengawasan
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Pelaksanaan Penanaman Modal Bimbingan Teknis
Penanaman Modal yang Menjadi kepada Pelaku

Kewenangan Daerah Usaha

Kab/Kota Penyelesaian
Permasalahan dan
Hambatan yang
dihadapi Pelaku
Usaha dalam
merealisasikan
Kegiatan Usahanya

Vi Program Pengelolaan |a. Pengelolaan Data dan Pengolahan,

Data dan Sistem
Informasi Penanaman
Modal

Informasi Perizinan
dan Non Perizinan
yang Terintegrasi
pada Tingkat Daerah
Kab/Kota

Penyajian dan
Pemanfaatan Data
dan Informasi
Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik

13




3.2. Peta Proses Bisnis dari Aplikasi PEMDI

N PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PETA PROSES BISNIS

I. PROSES BISNIS UTAMA (LEVEL 0)

TOTAL PROSES @ PROSES UTAMA '-. PROSES MANAJERIAL fﬂ. PROSES PENDUKUNG
7 1 - 3 3
e e
DPMPTSP-01 MENINGKATKAN INVESTASI SWASTA DAN MASYARAKAT Proses Utama
2 DPMPTSP-02 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA Proses Manajerial
3 DPMPTSP-03 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Proses Manajerial
4 DPMPTSP-04 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA Proses Manajerial
5 DPMPTSP-05 SARANA DAN PRASARANA Proses Pendukung
6 DPMPTSP-06 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Proses Pendukung
7 DPMPTSP-07 TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI. Proses Pendukung

14
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Yot z § DPMPTSP.05 | DPMPTSP.06 DPMPTSP.0T £ g >
3 & @
E g SARANA DAN FERATURAN 5) < 3
z > PRASARANA PERUNDANG-UNDANGAN c 3
> : B A
e 2 B 8 |5 P
c
(=] 8 = |—»
g g DPMPTSP.02 DPMPTSP.03 DPMPTSP-04 E
5 PERENCANAAN, X ‘:_;
Akademisi Q —p PEN MARAN PENGELOLAMN & we <+ 3
phrosinsrtdind RN CIREA stz D g
Kerjoaama Anaiisss Axadenys EVALUAS! KINERIA MANUSIA 2 Kajan Aksdenus
2 3 |—
Il. SUB PROSES BISNIS (LEVEL 1)
TOTAL SUB PROSES G SUB PROSES UTAMA .-. SUB PROSES MANAJERIAL ﬁ SUB PROSES PENDUKUNG

1 5 - 3 | 3

No. Kode Nama Proses Bisnis Klasifikasi

1 DPMPTSP-01.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Proses Utama

2 DPMPTSP-01.02 PROMOSI PENANAMAN MODAL Proses Utama
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3 DPMPTSP-01.03 PELAYANAN PENANAMAN MODAL Proses Utama

4 DPMPTSP-01.04 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Proses Utama

5 DPMPTSP-01.05 PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Proses Utama

6 DPMPTSP-02.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA Proses Manajerial
7 DPMPTSP-03.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Proses Manajerial
8 DPMPTSP-04.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA Proses Manajerial
9 DPMPTSP-05.01 SARANA DAN PRASARANA Proses Pendukung
10 DPMPTSP-06.01 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Proses Pendukung
11 DPMPTSP-07.01 TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI. Proses Pendukung

Ill. AKTIVITAS / SUB SUB PROSES (LEVEL 2)

TOTAL AKTIVITAS @ AKTIVITAS UTAMA -. AKTIVITAS MANAJERIAL '.‘ AKTIVITAS PENDUKUNG
15 6 ) 3 6
DPMPTSP-01.01.01 PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG Proses Utama

MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

16



10

11

12

13

14

15

DPMPTSP-01.01.02

DPMPTSP-01.02.01

DPMPTSP-01.03.01

DPMPTSP-01.04.01

DPMPTSP-01.05.01

DPMPTSP-02.01.01

DPMPTSP-03.01.01

DPMPTSP-04.01.01

DPMPTSP-05.01.01

DPMPTSP-05.01.02

DPMPTSP-05.01.03

DPMPTSP-05.01.04

DPMPTSP-06.01.01

DPMPTSP-07.01.01

PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA

PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG
PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN
DAERAH KABUPATEN /KOTA

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG
TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

17

Proses Utama

Proses Utama

Proses Utama

Proses Utama

Proses Utama

Proses Manajerial

Proses Manajerial

Proses Manajerial

Proses Pendukung

Proses Pendukung

Proses Pendukung

Proses Pendukung

Proses Pendukung

Proses Pendukung



PETA SUB PROSES: Meningkatkan Investasi Swasta dan Masyarakat (DPMPTSP-01)

PETA SUB PROSES

DPMPTSP-01

MeningkatkanInvestasi Swasta dan Masyarakat

DPMPTSR05 -

PemenuhanSaranadan
g Prasarana

Saranadan Prasarana &

DPMPTSP-06 >

4—LegalDrating

PeraturanPerundang-
undangan

DPMPTSP-07 -

Teknologilnformasidan M

Komunikasi

DPMPTSP-01.01 DPMPTSP-01.02 DPMPTSP-01.03 DPMPTSP-01.04

PENGEMBANGANIKLIM PROMOSIPENANAMAN PELAYANAN T’EETSEQEIC;TS
PENANAMANMODAL MODAL PENANAMANMODAL PENANAMANMODAL
DPMPTSP-01.05
PENGELOLAANDATA
DAN SISTEMINFORMASI
PENANAMANMODAL

UNIT/LEMBAGA TERKAIT

PENGGUNALAYANAN

\DEE RS

Perencanaan Perencanaan
Pengawasandan Evalugi Penganggaran
Pengawasandan

EvaluasiKinerja

DukunganKeuangan

Daerah I PengelolaanKeuangan

Daerah

—
DukunganSumberDaya
Manusia -

PengelolaanSumber
Daya Manusia



PETA SUB-SUB PROSES: PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL (DPMPTSP-01.01)

PETA SUB-SUB PROSES

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

DPMPTSP-05.01 i < wuDRMPESP-02.01:,

Pemenuhan Sarana dan

Prasarana Perencanaan, Perencanaan,

Pengawasan dan Evalugil Penganggaran,
Pengawasan dan
Evaluasi Kinerja

@

Sarana dan Prasarana <

DPMPTSP-01.01.01 DPMPTSP-01.01.02
DPMPTSP-06.01

Penetapan Pemberian

(—LSgaiDrafting Fasilitas/Insentif Dibidang D - DPMPTSP-03.01

v

Peraturan Perundang-

d Poriiniran Medal vaik Pembuatan Peta Potensi Dukungan Keuangan
sncangen bt yang Investasi Kabupaten/Kota Daerah » | Pengelolaan Keuangan
Menjadi Kewenangan - Daerah
Daerah Kabupaten/Kota
DPMPTSP-07.01 IS = TSP-04.01
U B = O]

" . Pemanfaatan TIK Dukungan Sumber Daya
Teknologr lnfgrmgSI dan | < Manusia o Pengelolaan Sumber

Komunikasi. >

. Daya Manusia




CFM: DPMPTSP-01.01.01-CFM-01 — Menyusun Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

DPMPTSP-01.01.01

FUNGSIDNAL PENATA PERIZINAN AHLI MADYA

1. Mengidentifikas|

2. Menginventarisasi dan
mengkali regulasl yang

3. Menghimpun data dan
potensi

5. naskah

e ot e meojadi dasar hukurm,
MM”meWw;m"m'Lm pemerintah, peraturan
kebutuhan daerah menteri, dan peraturan daeral
terkait penanaman modal

9. Mengajukan draft Peraturar|

yang akan diberikan

7.

dan

atau naskah ¥
serta konsep awal Peraturan
Bupatl

konsepsi bersama Baglan
Hukum Sekretarlat Daerah

11. Melaksanakan

draft berdasarkan hasil
harmonisasi dan masukan
perangkat daerah

Bupati untuk parat 4—] 10. uomflslllus;t pengundangan dan
ekt dan_ yang Bupati Peraturan Bupati kepada O
e oleh Bupati perangkat daerah dan pelaku END
usaha
]
e
w
o
g 4. Melaksanakan Fasilitasi 6, Fasilitasi
g dan Kiarifikasi Produk Huku dan Klarifikasi Produk Hukumy
E4 Daerah Daerah
z
§
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PETA SUB-SUB PROSES: PROMOSI PENANAMAN MODAL (DPMPTSP-01.02)

PETA SUB-SUB PROSES

PROMOSI PENANAMAN MODAL

4

Pemenuhan Sarana dan
Prasarana

Sarana dan Prasarana 4

DPMPTSP-06.01

Peraturan Perundang- | < Legel Drafting
undangan
DPMPTSP-07.01 >

_,Pemanfaatan TIK
<

Teknologi Informasi dan
Komunikasi.

DPMPTSP-01.02.01

Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

21

»  DPMPTSP-02.01
<
Perencanaan, Perencanaan,
Pengawasan dan Evalugil Penganggaran,
Pengawasan dan
Evaluasi Kinerja
= . DPMPTSP-03.01
Dukungan Keuangan
Daerah » | Pengelolaan Keuangan
- Daerah
<

~ DPM 04.01
Dukungan Sumber Daya
Manusia & Pengelolaan Sumber
- Daya Manusia




: DPMPTSP-01.02.01-CFM-01 — Menyusun Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

DPMPTSP-01.02.01

FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN AHLI MADYA

1. Mengidentifikasi potensi
dan

2. Menginventarisas| data dan|
elua;

sektor
daerah yang akan
START dipromosikan

7. Melaksanakan kegiatan
promosi penanaman modal

business matching, investor
gathering, atau media digital

melalul forum bisnis, pamerar],

peluang
profil proyek, serta data
pendukung promosi

3. Menyusun rencana keglatas
promosi penanaman modal
meliputi tujuan, sasaran,
metode, jadwal, lokasi, dan
anggaran

5. Menyusun dan menylapkan,
materi promosi (profil

|

terkait, instansi vertikal,
asosiasi usaha, dan pemangku
kepentingan lainnya

video,
paparan, leafiet, banner, atau
media digital)

dan kebutuhan teknis
pelaksanaan kegiatan pros

8. Mendokumentasikan hasi
pelaksanaan kegiatan,
termasuk jumiah peserta,
calon investor, dan potensi
kerja sama yang dihasilkan

9. Melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan

keglatan promos| untuk
mengidentifikasi capaian,
kendala, dan tindak lanjut

22




PETA SUB-SUB PROSES: PELAYANAN PENANAMAN MODAL (DPMPTSP-01.03)

PETA SUB-SUB PROSES

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

OPMETSI-OR.01 Pemenuhan Sarana dan

S dati Piassai < Prasarana Perencanaan, Perencanaan,
arana dan Prasarana = & Pengawasan dan Evalugii Penganggaran,
Pengawasan dan
Evaluasi Kinerja
DPMPTSP-01.03.01
DPMPTSP-06.01 3 Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Secara & :
| 5 ! ol mﬁ,m -03.01
Peraturan Perundang- Ut Terpadu Satu Pintu - DPMPTSP-03.01
R Dukungan Keuangan
undangan dibidang Penanaman
S Daerah » Pengelolaan Keuangan
Modal yang Menjadi > Daerah

DPMPTSP-07.01 3

. Pemanfaatan TIK
<

Teknologi Informasi dan
Komunikasi.

Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

UNIT/LEMBAGA TERKAIT

Menerima Dokumen
Pengajuan Layanan.

23
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«

|

Dukungan Sumber Daya
Manusia F Pengelolaan Sumber

- Daya Manusia




: DPMPTSP-01.03.01-CFM-01 — Menyusun Laporan Rekapitulasi Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan

2. Melakukan |dentificas! 5. Menyusun rexomendasi 6. Menyusun laporan
3. Melakukan koordinasi 4. Melaksanakan pemantauan N
dan menetapkan daftar dergan i terhadap | tindak lanjut berupa :nmmn, ln-lulx,:vlht-

PSR RRARG ¥ M) IR teknis terkait dalam keglatan usaha melatul Negiath
pemantauan keglatan usaha objek pamantauan sesual dengan hashl kunjungan di bidang Perizinan Berusaha
START [ J berdasarkan data 0S6-REA SIS P RtaiY Ny i tspargen tapangan Berbasis Risiko

0

DPMPTSP.01.03.01

O
i
£

]

H
LS

: DPMPTSP-01.03.01-CFM-02 — Menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha

z
%
; 1. Pengajuan Layanan.
2
3 START
H
s| &
)
g
5
o
o0
= Z
) z
= ]
o =
°| &
<
";' 2. DPMPTSP memberikan 3. Membantu pelaku usaha Ao akukan m""" ey 5. Melakukan monitoring 6. Menyusun laporan evaluasi
& layanan kepada dalam penggunaan sistem imithinperSlipoiy tindak lanjut hasi| Kinerja layanan >
pelaku usaha OSS-RBA usaha konsultasi konsultasi perizinan berusahd
2 END
g
H
=
w
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CFM: DPMPTSP-01.03.01-CFM-03 — Menyusun Laporan Rekapitulasi Pelayanan Perizinan

DPMPTSP-01.03.01

PENGGUNA LAYANAN

1. Pengajuan Layanan,

FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN

Persyaratan
Tidak Lengkap
[ '
¥ i
2. Pelaku Usaha ! ’A\ [ghap 4. Petugas melakukan 5. Berkoordinasi dengan OPD 7. Menunggu proses
impaikan maksud i \ / X dan teknis apablila penyelesalan pelayanan
pelayanan serta menyerahkan " NN valldas| data permohonan untuk memperolen sesual standar waktu
dokumen persyaratan  [* - 5 ';' melalui 0SS-RBA pertimbangan teknis pelayanan
. Petugas
memeriksa
kelengkapan
Enﬁvlhn
&

B. Melakukan validas| akhir
hasil pelayanan dan

9. Menyerahkan atau
mengirimkan dokumen

perizinan

rokapitulas! pelayanan perizinan berus.
= O =
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PETA SUB-SUB PROSES: PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL (DPMPTSP-01.04)

PETA SUB-SUB PROSES

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

DPMPTSP-05.01 Pemenuhan Sarana dan <

Sarana dan Prasarana . Frasarmna i e Sl
< Pengawasan dan Evalugil Penganggaran,
Pengawasan dan

Evaluasi Kinerja

DPMPTSP-01.04.01
DPMPTSP-06.01

;
>
y Pengendalian < ;
Peraturan Perundang- = LSl Dratiing Pelaksanaan Penanaman ;Q‘EMM,&_,,
S0n Dukungan Keuangan
undangan Modal yang Menjadi
Daerah » | Pengelolaan Keuangan
Kewenangan Daerah L Daarah
Kabupaten /Kota
DPMPTSP-07.01 Vs >
. ’ _,Pemanfaatan TIK Dukungan Sumber Daya
Teknologi lnffsrmgm dan @ <% Manusia e Pengelolaan Sumber
Komunikasi. >

Daya Manusia
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CFM: DPMPTSP-01.04.01-CFM-01 — Analisa dan Verifikasi Data, Profil, dan Informasi Kegiatan Usaha Pelaku Usaha

2
34
- | U<g
S| Xa
3 E g 2. Pelaksanaan evaluasi
S zZz 1. Pengumpulan dan verifikas k;mtuhan taku usaha
a | &3 Guia. profy. seris nformial ®| terhadap i perizinan 2
- 2 5 kegiatan usaha pelaku usaha barisaha
a| £2 START END
£ 23
Ba
2z
=)
w
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PETA SUB-SUB PROSES: PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL (DPMPTSP-01.05)

PETA SUB-SUB PROSES

PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN

DPMPTSP-05.01

Sarana dan Prasarana

DPMPTSP-06.01

Peraturan Perundang-
undangan

DPMPTSP-07.01

Teknologi Informasi dan
Komunikasi.

TN
L

Pemenuhan Sarana dan
g Prasarana

-

2
>
¢ Legal Drafting

MODAL

o F'emanfaa!_an TIK

DPMPTSP-01.05.01

Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan dan
Non Perizinan yang
Terintegrasi pada Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

28

<
<
Perencanaan,

Pengawasan dan Evalugil

&
<
Dukungan Keuangan
Daerah e

»

-
«

Dukungan Sumber Daya

Manusia &
>

Perencanaan,
Penganggaran,
Pengawasan dan
Evaluasi Kinerja

Pengelolaan Keuangan
Daerah

Pengelolaan Sumber
Daya Manusia



CFM: DPMPTSP-01.05.01-CFM-01 — Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

S

g ™\

5 1. Pengumpulan, pengolahan,

o dan pemutakhiran data O
] perizinan berusaha

S START END
a

a

FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN
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PETA SUB PROSES: Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja (DPMPTSP-02)

PETA SUB PROSES

Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja

DPMPTSP-05 i

Pemenuhan Sarana dan

Prasarana <
Sarana dan Prasarana o) B DPMPTSP-03
Eivcnddbobl oretmdintid oot Dukungan Keuangan
Daerah » | Pengelolaan Keuangan
>
Daerah

A
o
. Legal Drafting Perencanaan,
Peraturan Perundang- = < Penganggaran,
undangan )
Pengawasan dan Evaluasi
Kinerja - -
: Dukungan Sumber Daya ‘ s
DPMPTSP-07 Vs Manusia < Pengelolaan Sumber
= Daya Manusia
. . P nfaatan TIK
Teknologi Informasi dan | < gl

Komunikasi.
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PETA SUB-SUB PROSES: Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja (DPMPTSP-02.01)

PETA SUB-SUB PROSES

Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja

DPMPTSP-05.01 i

Pemenuhan Sarana dan

>
Sarana dan Prasarana | & Srassrans Y 'DPMPTSP-03.01
Eivcnddbobl oretmdintid oot Dukungan Keuangan
Daerah » | Pengelolaan Keuangan
L Daerah

DPMPTSP-06.01

Peraturan Perundang-
undangan

v

. Legal Drafting Perencanaan,

S Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

-
<«

. Dukungan Sumber Daya e
DPMPTSP-07.01 Manusia = Pengelolaan Sumber

ot

_,_Pemanfaatan TIK Daya Manusia
<

v

Teknologi Informasi dan
Komunikasi.
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CFM: DPMPTSP-02.01.01-CFM-02 — Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Berbasis Aplikasi Pemerintah Digital (Pemdi) Kabupaten Pesisir Selatan

1 2. Aksi 3 4. Penyusunan Dokumen 5. Pelaporan Kinerja

Lpey F . F - Y Kinerja Perangkat Daerah pada
Inerja (PK) Lingkup OPD Kinerja OPD Rencana Aks| Kinerja OPD Perangkat Daerah Aplikasl ESR n
START Menpa e

DPMPTSP-02.01.01

FUNGSIONAL PERENCANA

CFM: DPMPTSP-02.01.01-CFM-03 — Melaksanakan Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Lingkup OPD

2. Penginputan Data Dukung

N
1. Mengumpulkan data dukurq [ K
) e Aplikasi Aplikasi Asi
indeks [naves| Berangi Innovative Government Award 'O
Daerah (IGA)
START ) END

PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

DPMPTSP-02.01.01
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
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PETA SUB PROSES: Pengelolaan Keuangan Daerah (DPMPTSP-03)

PETA SUB PROSES

DPMPTSP-03

Pengelolaan Keuangan Daerah

DPMPTSP-05 i

Pemenuhan Sarana dan
—Drasarana DPMPTSP-02

Sarana dan Prasarana 2 <%

Perencanaan, Perencanaan,

Pengawasan dan Evalueai Penganggaran,

Pengawasan dan

DPMPTSP-06 ~ DPMPTSP-03.01

. __Legal Drafting
<

v

Peraturan Perundang-

undangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

<

DPMPTSP-07 Dukungan Sumber Daya

Manusia o Pengelolaan Sumber
_,Pemanfaatan TIK - Daya Manusia
< :

v

Teknologi Informasi dan
Komunikasi.
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PETA SUB-SUB PROSES: Pengelolaan Keuangan Daerah (DPMPTSP-03.01)

PETA SUB-SUB PROSES

DPMPTSP-03.01

Pengelolaan Keuangan Daerah

DPMPTSP-05.01 i

Pemenuhan Sarana dan :
w Prasarana . DPMPTSP-02.01

Sarana dan Prasarana 2 <%

Perencanaan, Perencanaan,

Pengawasan dan Evalueai Penganggaran,

Pengawasan dan

S Evaluasi Kinerja
DPMPTSP-06.01 DPMPTSP-03.01.01

. __Legal Drafting
<

v

Peraturan Perundang-

undangan Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

<

DPMPTSP-07.01 Dukungan Sumber Daya

Manusia o Pengelolaan Sumber
_,Pemanfaatan TIK - Daya Manusia
< :

v

Teknologi Informasi dan
Komunikasi.
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: DPMPTSP-03.01.01-CFM-01 — Melaksanakan Administrasi Belanja/Pengeluaran Dengan Uang Persediaan Perangkat Daerah

1. Mengajukan Permintaan
Uang Persedlaan SPP-UP
dan SPM-UP

7. Menerima dan
5. Laporan 6.F F
Uang Ganti Uang Persediaan Pengajuan Pembayaran atas
Belanja Langsung

8. Mengajukan SPP-LS dan
SPM-LS

START

SEKRETARIAT

8. Mencatat Pencalran Belan) 10. Pembuatan Laporan
Langsung (LS) Belanja Langsung
END

DPMPTSP-03,01.01

2 Menerinann da) 3. Mendistribusikan Uang
K

Penerimaan Uang Perangkat
Daerah

PERBENDAHARAAN (BPKPAD)

: DPMPTSP-03.01.01-CFM-02 — Menyusun Laporan Keuangan

SEKRETARIAT

N\
: I 4. Melaporkan Realisasi
1. Pengumpulan 2. Peny Lap ) j - ;ﬂ:':'.fomn Re.'."?"s' FIS“J _[ Target Indikator dan
Verifikasi D K Keuangan NIy Realisasi Keuangan Per
Melalui Aplikasi Simbangda
START ) J 'L J —L'Mwulan pada Laporan RKPD END

DPMPTSP-03.01.01
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PETA SUB PROSES: Pengelolaan Sumber Daya Manusia (DPMPTSP-04)

PETA SUB PROSES

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

i -
| o
DPMPTSP-05
Pemenuhan Sarana dan
i Prasarana i ~ DPMPTSP-02
Sarana dan Prasarana 2 <%
Perencanaan, Perencanaan,

Pengawasan dan Evalueai Penganggaran,

Pengawasan dan

DPMPTSP-06 ‘ DPMPTSP-04.01

. __Legal Drafting
<

v

Peraturan Perundang-

undangan Pengelolaan Sumber Daya

Manusia

" 'DPMPTSP-03
DPMPTSP-07 Dukungan Keuangan

Daerah » | Pengelolaan Keuangan
_,Pemanfaatan TIK - Daerah
<

v

Teknologi Informasi dan
Komunikasi.
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PETA SUB-SUB PROSES: Pengelolaan Sumber Daya Manusia (DPMPTSP-04.01)

PETA SUB-SUB PROSES

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

DPMPTSP-05.01 Pemenuhan Sarana dan

s Prasarana

Sarana dan Prasarana <

DPMPTSP-06.01

Peraturan Perundang- | < Legal Drafting
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DPMPTSP-07.01 >

_,Pemanfaatan TIK
<

Teknologi Informasi dan
Komunikasi.

DPMPTSP-04.01.01

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
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CFM: DPMPTSP-04.01.01-CFM-01 — Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan

Perundang-Undangan

1. Mengikuti Bimbingan ]
Teknis Implementasi J O

START END

DPMPTSP-04.01.01
SEKRETARIAT
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PETA SUB PROSES: Sarana dan Prasarana (DPMPTSP-05)

PETA SUB PROSES

Sarana dan Prasarana

i
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DPMPTSP-06 P Pengawasan dan Evalugil Penganggaran,
Legal Draftin: Pengawasan dan
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Manusia o Pengelolaan Sumber
- Daya Manusia
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PETA SUB-SUB PROSES: Sarana dan Prasarana (DPMPTSP-05.01)

DPMPTSP-06.01

PETA SUB-SUB PROSES

DPMPTSP-05.01

Sarana dan Prasarana

. Legal Drafting

v

Peraturan Perundang-
undangan

DPMPTSP-07.01

_,Pemanfaatan TIK
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v

Teknologi Informasi dan
Komunikasi.

DPMPTSP-05.01.01 DPMPTSP-05.01.02 DPMPTSP-05.01.03 DPMPTSP-05.01.04

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Administrasi Umum
Perangkat Daerah
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CFM: DPMPTSP-05.01.01-CFM-01 — Meningkatnya pelaksanaan administrasi umum DPMPTSP

2, Tertaksananya

= al inventarisasi dan l Toicad it ]
it v taioen | dataden 3 data dan * ';":F‘."mg'n ; data di Apllkas 6 Terhimpunnya data IKK
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DPMPTSP-05.01.01
SEKRETARIAT

7. Tersedianya data dan bukdi; 8. Tersusunnya Laporan 1
dukung di Aplikas| I
Award dan Evaluasi DPMPTSP
END

: DPMPTSP-05.01.02-CFM-01 — Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
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DPMPTSP-05.01.02
SEKRETARIAT
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l J END
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CFM: DPMPTSP-05.01.03-CFM-01 — Menyediakan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
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END
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PETA SUB PROSES: Peraturan Perundang-undangan (DPMPTSP-06)

PETA SUB PROSES
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PETA SUB-SUB PROSES: Peraturan Perundang-undangan (DPMPTSP-06.01)

PETA SUB-SUB PROSES

Peraturan Perundang-undangan
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PETA SUB PROSES: Teknologi Informasi dan Komunikasi. (DPMPTSP-07)

PETA SUB PROSES
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PETA SUB-SUB PROSES: Teknologi Informasi dan Komunikasi. (DPMPTSP-07.01)

PETA SUB-SUB PROSES
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V. PETA RELASI PROSES BISNIS DAN OPD
SUB PROSES g

9

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

DPMPTSP-01.01

Proses Utama: MENINGKATKAN INVESTASI SWASTA DAN MASYARAKAT

i OPD PELAKSANA (1)

1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

UNIT/LEMBAGA TERKAIT

1

PROMOSI PENANAMAN MODAL

DPMPTSP-01.02

Proses Utama: MENINGKATKAN INVESTASI SWASTA DAN MASYARAKAT

il OPD PELAKSANA (1)

1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

RELASI TERDETEKSI i}

1

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

DPMPTSP-01.03

Proses Utama: MENINGKATKAN INVESTASI SWASTA DAN MASYARAKAT

b OPD PELAKSANA (1)
1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
¥ UNIT/LEMBAGA TERKAIT
PENGGUNA LAYANAN
Menerima Dokurmen

Per 1gajuan Layanan.

Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja

DPMPTSP-01.04
Proses Utama: MENINGKATKAN INVESTASI SWASTA DAN MASYARAKAT

{th OPD PELAKSANA (1)
1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pengelolaan Keuangan Daerah

DPMPTSP-01.05
Proses Utama: MENINGKATKAN INVESTASI SWASTA DAN MASYARAKAT

@l OPD PELAKSANA (1)
1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

DPMPTSP-02.01

Proses Utama: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
KINERJA

i OPD PELAKSANA (1)
1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sarana dan Prasarana

DPMPTSP-03.01

Proses Utama: PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ik OPD PELAKSANA (1)
1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DPMPTSP-04,01
Proses Utama: PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

il OPD PELAKSANA (1)
1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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BAB IV
PENUTUP

Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen yang menggambarkan keterkaitan
seluruh proses kerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah secara
sistematis, terintegrasi, dan berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi. Penyusunan peta
proses bisnis ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif,
efisien, transparan, akuntabel, serta adaptif terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan

dan pelayanan publik.

Peta Proses Bisnis disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengacu pada visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Dengan demikian, setiap proses kerja
yang dilaksanakan oleh perangkat daerah memiliki keterkaitan yang jelas dengan pencapaian
sasaran pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta

pelaku usaha.

Dokumen Peta Proses Bisnis ini menjadi pedoman bagi seluruh unit organisasi dalam
melaksanakan tugas dan fungsi secara terarah, terkoordinasi, dan terintegrasi. Selain itu, peta
proses bisnis menjadi dasar dalam penyusunan dan penyempurnaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) sehingga setiap tahapan pekerjaan memiliki
prosedur yang baku, jelas, dan mudah dilaksanakan. Keterpaduan antara peta proses bisnis
dan SOP AP diharapkan mampu meningkatkan konsistensi pelaksanaan pelayanan,
memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab, serta meminimalkan terjadinya tumpang

tindih kewenangan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Lebih lanjut, Peta Proses Bisnis juga menjadi acuan dalam penyempurnaan tata
laksana organisasi melalui penyederhanaan proses kerja, penguatan koordinasi antarunit,
peningkatan efektivitas pengambilan keputusan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya
organisasi. Implementasi peta proses bisnis diharapkan dapat mendukung pengembangan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penerapan manajemen risiko, penguatan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta peningkatan akuntabilitas kinerja

perangkat daerah.

Pada akhirnya, implementasi Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan mampu meningkatkan
efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat kualitas pelayanan publik,
meningkatkan kemudahan berusaha dan iklim investasi daerah, serta mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta RPJMD
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.
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Seiring dengan perkembangan regulasi, kebijakan pemerintah, serta dinamika
kebutuhan organisasi, Peta Proses Bisnis ini dapat dilakukan evaluasi dan penyempurnaan
secara berkala agar tetap relevan, adaptif, dan mampu mendukung peningkatan kinerja
organisasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, Peta Proses Bisnis tidak hanya menjadi
dokumen administratif, tetapi juga menjadi instrumen manajemen yang berperan penting dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel, dan

berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala
rahmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan
dokumen Peta Proses Bisnis Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

Penyusunan dokumen Peta Proses Bisnis ini merupakan bagian dari percepatan
reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan public di lingkungan Kecamatan
Ranah Pesisir. Probis ini dirancang sebagai pedoman atau kerangka kerja yang
menggambarkan alur-alur operasional, baik proses manajerial, proses utama, maupun

proses pendukung yang dilaksanakan oleh setiap seksi di Kecamatan.

Dengan adanya dokumen probis ini, diharapkan seluruh aparatur Kecamatan
memiliki panduan yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga tercapai
efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas kinerja yang selaras dengan visi dan misi

organisasi.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak
yang telah memberikan dukungan, masukan dan bantuan dalam proses penyusunan
dokumen ini. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari kata sempurna, oleh
karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan

di masa mendatang.

Semoga dukumen proses bisnis ini dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi
landasan yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada

masyarakat di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
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1.1.

PETA PROSES BISNIS

Kecomatan Ranah Pesisir Tahun 2026

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi
pada pelayanan publik. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
adalah penataan tata laksana melalui penyusunan peta proses bisnis yang
menggambarkan hubungan kerja antarproses, keterkaitan fungsi organisasi, serta alur
pelaksanaan tugas secara terpadu. Peta proses bisnis menjadi instrumen manajemen
yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses penyelenggaraan urusan
pemerintahan sehingga dapat meningkatkan efektivitas koordinasi, memperjelas peran

dan tanggung jawab, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Kecamatan Ranah Pesisir sebagai unsur pelaksana mengemban tugas dan
tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Camat Ranah
Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis,
sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan
misi Kepala Daerah. Kecamatan Ranah Pesisir disusun sebagai arah dan pedoman bagi
terciptanya keterpaduan dan sekaligus memberikan dorongan, motivasi pengembangan
inisiatif dan kreatif untuk mencapai kinerja dan pelayanan pada lingkungan kerja
Kecamatan Ranah Pesisir khususnya dan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten
Pesisir Selatan Pada Umumnya.

Penyusunan Peta Proses Bisnis Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026
dilaksanakan sebagai bentuk implementasi penataan tata laksana organisasi sesuai
dengan kebijakan Reformasi Birokrasi serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan
proses kerja organisasi. Melalui penyusunan peta proses bisnis, setiap proses utama,
proses pendukung, dan proses manajerial dapat diidentifikasi secara sistematis
sehingga memudahkan koordinasi antarunit kerja, mengurangi potensi tumpang tindih
kewenangan, meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, serta memperkuat

pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi.

Dalam konteks Reformasi Birokrasi, peta proses bisnis merupakan salah satu
instrumen penting untuk mendukung penyederhanaan birokrasi, peningkatan
kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, serta penerapan manajemen
risiko dan pengendalian intern pemerintah. Peta proses bisnis juga menjadi dasar dalam
penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), pengembangan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penyempurnaan struktur organisasi, serta



PETA PROSES BISNIS
Kecomatan Ranah Pesisir Tahun 2026

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Penyusunan Peta Proses Bisnis Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026 juga
merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Melalui
penyelarasan proses bisnis dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
serta program pembangunan daerah, diharapkan seluruh proses kerja organisasi dapat
memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima,
peningkatan investasi daerah, kemudahan berusaha, peningkatan daya saing daerah,
serta tercapainya target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Dengan tersusunnya Peta Proses Bisnis Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026,
diharapkan tersedia pedoman yang mampu menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi organisasi, meningkatkan efektivitas koordinasi antarunit kerja, memperkuat
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta mendorong peningkatan
kinerja organisasi secara berkelanjutan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik

kepada masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Peta Proses Bisnis
1. Maksud
Penyusunan Peta Proses Bisnis Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi organisasi yang menggambarkan keterkaitan antarproses Kkerja,
hubungan antarunit organisasi, serta alur pelaksanaan kegiatan secara
terintegrasi. Peta proses bisnis ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam
melaksanakan tugas secara efektif, efisien, terkoordinasi, dan berorientasi pada
pencapaian tujuan organisasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Tujuan
Adapun tujuan penyusunan Peta Proses Bisnis Kecamatan Ranah Pesisir

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun gambaran menyeluruh mengenai proses bisnis perangkat daerah
yang mencakup proses utama, proses pendukung, dan proses manajerial
sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

2. Menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas, fungsi,
kewenangan, dan tanggung jawab secara jelas, terarah, dan terintegrasi.

3. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan konsistensi pelaksanaan proses kerja
melalui penguatan koordinasi serta keterpaduan antar unit kerja.

4. Mengidentifikasi dan meminimalkan potensi tumpang tindih proses, duplikasi
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pekerjaan, serta hambatan dalam pelaksanaan tugas sehingga tercipta tata
kelola organisasi yang lebih optimal.

5. Mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya pada aspek penataan
tata laksana, penyederhanaan proses bisnis, peningkatan kualitas pelayanan
publik, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

6. Menjadi dasar dalam penyusunan dan penyempurnaan Standar Operasional
Prosedur (SOP), pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE), penerapan manajemen risiko, serta peningkatan kualitas sistem
pengendalian intern pemerintah.

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan,
akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat serta pelaku
usaha.

8. Medukung pencapaian sasaran strategis Kecamatan Ranah Pesisir serta
memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-
2029.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Peta Proses Bisnis Kecamatan Ranah Pesisir
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 mencakup seluruh proses kerja yang menjadi
tanggung jawab perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan
kewenangan yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyusunan peta proses bisnis dilakukan secara menyeluruh untuk menggambarkan
hubungan antarproses, alur pelaksanaan kegiatan, keterlibatan unit kerja, serta
keterkaitan antara proses utama, proses pendukung, dan proses manajerial dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu.

Penyusunan Peta Proses Bisnis juga mencakup identifikasi hubungan kerja
antarbidang, antarunit organisasi, serta hubungan dengan pemangku kepentingan
eksternal yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan dan penanaman modal.
Dengan demikian, peta proses bisnis mampu memberikan gambaran menyeluruh
mengenai mekanisme kerja organisasi sebagai dasar peningkatan efektivitas koordinasi,

efisiensi proses, dan kualitas pelayanan publik.

Seluruh proses bisnis yang disusun mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sebagaimana tertuang
dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Penyelarasan tersebut

dimaksudkan agar setiap proses kerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ranah
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Pesisir memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan daerah,
khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan berusaha,
peningkatan investasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel.
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21.

BAB Il
VISI DAN MISI KEPALA DAERAH, TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Visi Dan Misi Kepala Daerah

Penyusunan Peta Proses Bisnis Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2026 mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Peta proses bisnis disusun untuk memastikan seluruh
proses kerja perangkat daerah mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah. Adapun visi dari Bupati terpilih
periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”

Visi ini mencerminkan tekad pemerintah daerah dalam membangun wilayah yang
memiliki daya saing tinggi, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memastikan

pembangunan yang berkelanjutan. Penjelasan misi tersebut adalah sebagai berikut :

Maju:

Mengacu pada pembangunan yang progresif diberbagai sektor yang berarti Pesisir
Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui
pembangunan infrastruktur yang modern, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola
pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kemajuan juga mencakup peningkatan
dalam bidang pendidikan, kesehatan dan teknologi guna menciptakan sumber daya

manusia yang unggul dan berdaya saing.

Tumbuh:

Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif dan berorientasi
pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara
keseluruhan. Dengan demikian, “tumbuh” bukan hanya sekedar pertumbuhan fisik dan
ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan dan
memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya
perubahan yang positif, berkesinambungan serta mampu menjawab tantangan zaman

demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing.
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2.2,

Berkelanjutan:

Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian
pembangunan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengembangkan
energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan, Pesisir Selatan
berupaya memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini dapat dinikmati oleh

generasi mendatang.

Misi Bupati Pesisir Selatan
Misi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai
berikut :

1. | Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas;

2. | Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Berakhlak;

3. | Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk

Masyarakat yang Sejahtera;

4. | Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif;

Dan;

5. | Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana Mewujudkan

Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif.

Dari lima (5) misi diatas, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Kecamatan Ranah Pesisir akan mempengaruhi Misi 1 yaitu : Mewujudkan

pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
A. Tujuan

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah periode 2025-2029 melalui pelaksanaan misi
yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dan arah
kebijakan yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan
perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam
perencanaan pengembangan investasi jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan,
yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan dan
pembangunan investasi di Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan. Tujuan yang
ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dijalankan oleh Kecamatan
Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada Misi Satu ( 1 ) adalah sebagai
berikut :

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Yang Berkualitas dan Bersinergi.”
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B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara
terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu
lima tahun ke depan. Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang ingin
dicapai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.
2. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan.
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta

Pengawasan Pemerintahan Nagari.

4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Meningkatnya

Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat

2.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
A. Tugas Pokok Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2025
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan,

dapat digambarkan uraian tugas, pokok dan fungsi Kecamatan sebagai berikut :

1. Camat

Tugas pokok :

Menyelenggarakan Urusan pemerintahan Umum;

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;

d. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan
umum;

e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
Kecamatan;

f.  Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Nagari
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
mengatur tentang Desa;

g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dearah

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di
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Kecamatan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai Peraturan
Perundang-Undangan.

Fungsi :

Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik

dan pemberdayaan Nagari.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Camat mempunyai

uraian tugas sebagai berikut :

a. Tugas Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di
tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf 2.b, meliputi :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam
rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian
Bhineka Tunggal lka serta mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa,

3. Pembinaan kerukunan antar suku, ras, umat beragama dan golongan
lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan
nasional,

4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,

5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk
menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan

7. Pelaksanaan wurusan pemerintahan yang bukan merupakan
kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

b. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf 2.b, meliputi :

1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di
Nagari dan Kecamatan,

2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
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yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta di wilayah
Kecamatan,

3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah
Kecamatan, dan

4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah
kerja Kecamatan kepada Bupati.

c. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam pasal
5 huruf 2.c, meliputi :

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia, dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan,

2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat,
dan

3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban
umum kepada Bupati.

d. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
huruf 2.d, meliputi :

1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya
dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan

2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

e. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e,
meliputi :

1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait,

2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
yang melibatkan pihak swasta, dan

3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

f. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf
5 pasal 2.f, meliputi :

1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan

Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait,
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2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
Kecamatan, dan
3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat wilayah

Kecamatan kepada Bupati.

g. Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan

Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf 2.g,

meliputi :
Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Nagari,

2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi
pelaksanaan administrasi Nagari,
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wali Nagari,
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Nagari,

5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di tingkat
Kecamatan, dan

6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di tingkat Kecamatan kepada
Bupati.

h. Tugas Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat
daerah yang ada di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
huruf 2.h, meliputi :

1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan,

2. Fasilitasi mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di
wilayahnya,

3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
wilayah Kecamatan, dan

4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di

wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Camat juga melaksanakan

tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

2,

Sekretaris

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan  koordinasi  pelaksanaan  kegiatan,  palayanan
administrasif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, program,

evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
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Kecamatan
Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan :
a. Pemberian  dukungan pelayanan administrasi umum dan
kepegawaian,
b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan,
C. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan
pelaporan, dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Kecamatan
mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana
dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan,
2. Perumusan kebijakan teknis dan pengkoordinasian penyusunan
rencana dan program kerja Kecamatan,
3. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja
Kecamatan,
Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran Kecamatan,
Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan,
perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan
perlengkapan,
Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Kecamatan,

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan

kesekretariatan,

8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Kecamatan,

9. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah,

akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban Kecamatan,
10.  Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan Kecamatan,
11.  Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan Kecamatan, dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
peraturan perundang-undangan,
3.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok :
a. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran sub bagian umum
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dan kepegawaian,

Pengelolaan usulan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai,
Pengelolaan urusan mutasi, cuti, tanda jasa, kenaikan pangkat,
kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai,

Pengelolaan urusan tata usaha kepegawaian, kedisiplinan, dan
eavluasi kinerja aparatur,

Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen terkait
ketatalaksanaan,

Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan analisis jabatan, analisis
beban kerja dan evaluasi jabatan,

Pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan,

Pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan,
Pengelolaan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol,
Penyusunan rencana kebutuhan barang wunit dan rencana
pemeliharaan barang unit,

Penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan
dan pemindah tanganan barang milik negara dan milik daerah,
Penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan
perlengkapan kantor,

Penyusunan laporan dan pendokumentasan kegiatan sub bagian
umum dan kepegawaian, dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan

perundang-undangan.

4. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Tugas Pokok :

a.

Penyiapan bahan tentang pelaksanaan perencanaan umum dan
program,

Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja,
Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran,

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan,

Penyiapan pedoman dan petunjuk tentang program pembangunan dan
pengembangan di Kecamatan,

Pengumpulan data dan bahan yang berkaitan dengan program dan
pelaksanaan serta hasil program,

Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program pembangunan dan
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pengembangan Kecamatan,

Penyusunan dan penyiapan serta penyajian data dan bahan hasil
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan,

Pengelolaan data informasi secara elektronik,

Penyusunan program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan
ketentuan yang berlaku,

Pelaksanaan proses dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan,
Pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan,

Pelaksanaan anggaran belanja dengan berpedoman kepada anggaran
pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan,

Penyiapan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, lembur, perjalanan
dinas dan transportasi serta kesejahteraan pegawai,

Penyiapan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka
pemeriksaan rutinitas keuangan,

Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan
keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Penyiapan dan pemeliharaan dokumen keuangan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan,

Pelaksanaan penatausahaan keuangan,

Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai
dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas, dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan

perundang-undangan.

5. Seksi Pemerintahan

Tugas Pokok :

a.

Penyusunan program kerja dan kegiatan di lingkup seksi
pemerintahan,

Pengkoordinasian  perencanaan dan  pelaksanaan kegiatan
pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait,
Penyusunan rencana tata pemerintahan di Kecamatan,

Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian kinerja wilayah
Kecamatan,

Peningkatan efektivitas pelaksanaan tata pemerintahan di wilayah
Kecamatan,

Pelaporan pelaksanaan tata pemerintahan di wilayah Kecamatan,
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Pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana umum dan fasilitasi
pemerintah, batas wilayah, monografi, dan tata ruang Kecamatan,
Pelaksanaan fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas
Nagari dan harmonisasi hubungan Nagari dengan Kecamatan,
Pelaksanaan fasilitasi inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah
lainnya yang ada di Kecamatan,

Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum,

Penyiapan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
kegiatan,

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan

perundang-undangan.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tugas Pokok :

a.
b.

Penyusunan program kerja dan kegiatan di lingkup seksi,
Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum,

Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
Kecamatan terkait penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum,
Pelaksanaan harmonisasi hubungan tokoh agama, tokoh adat dan
tokoh masyarakat,

Pelaksanaan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas
dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Pelaporan pelaksanaan penerapan penegakan peraturan perundang-
undangan di wilayah Kecamatan,

Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan
nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila,
pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Bhineka Tunggal |ka serta pertahanan dan pemeliharaan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pembinaan yang
dapat berupa bimbingan teknis, sosialisasi dan konsultasi wawasan
kebangsaan dan ketahanan nasional,

Pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa,

Pelaksanaan pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras
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dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,
regional maupun nasional,

Pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Pengkoordinasian penanganan bencana,

Pelaksanaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan
Pancasila,

Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan,
Penyiapan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan, dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan

perundang-undangan.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Pokok :

a.

Penyusunan rencana/program kerja seksi Pemberdayaan Masyarakat
Nagari,

Fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan/program pendidikan
dan pelatihaan generasi muda, keolahragaan, kebudayaan,
kepramukaan serta peranan wanita,

Pengkoordinasian pembinaan dan pengawasan kegiatan program
kesehatan masyarakat dan keluarga berencana,

Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum
musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan,
Pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas lembaga
kemasyarakatan,

Pelaksanaan pembinaan dan penguatan kelembagaan perekonomian
masyarakat,

Pelaksanaan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin,
pengembangan usaha ekonomi dan kelompok masyarakat dan
pengembangan lembaga keuangan mikro per Nagari serta penetapan
unit pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan  program
penanggulangan kemiskinan,

Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna,

Pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan kesejahteraan keluarga,

dan fasilitasi bagi tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan
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keluarga, posyandu dan peningkatan peran wanita menuju keluarga
sehat sejahtera,

Pengkoordinasian penanganan masalah sosial di wilayah Kecamatan,
Penyusunan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan, dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan

perundan-undangan.

8. Seksi pembinaan dan Pengawasan

Tugas Pokok :

a.
b.

Penyiapan dan penyusunan program kerja di lingkup seksi,
Pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan nagari dan peraturan wali
nagari,

Pelaksanaan administrasi tata pemerintahan nagari,

Pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan nagari dan
pendayagunaan aset nagari,

Pelaksanaan fasilitasi tugas wali nagari dan perangkat nagari,
Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan wali nagari,
Pelaksanaan fasilitasi penyusunan tugas dan fungsi badan
permusyawaratan nagari,

Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat
nagari,

Pelaksanaan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
dengan pembangunan nagari,

Pelaksanaan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan nagari,
Pelaksanaan fasilitasi penyusunan tugas, fungsi dan kewajiban
lembaga kemasyarakatan,

Pelaksanaan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan
partisipatif,

Pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar nagari dan kerjasama nagari
dengan pihak ketiga,

Pelaksanaan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan
ruang nagari serta penetapan dan penegasan batas nagari,
Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan nagari di
wilayah Kecamatan,

Penyiapan dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan pada seksi pembinaan pemerintahan nagari, dan
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g.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan

perundang-undangan.

9. Seksi Pelayanan

Tugas Pokok :

a.

Penyusunan rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
Kecamatan,

Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan
minimal di wilayah Kecamatan,

Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di
wilayah Kecamatan,

Pelaporan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah
Kecamatan kepada Bupati,

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
yang terkait dengan non perizinan atau terkait kewenangan lain yang
dilimpahkan,

Pelaksanaan koordinasi/sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau
instansi vertikal yang terkait dengan pemeliharaan sarana dan
prasarana pelayanan umum,

Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
Pengkoordinasian pendataan, pemetaan dan pengecekan
data/dokumen  penerbitan surat pengakuan hak atas tanah dan
penyelesaian permasalahan pertanahan sesuai kewenangan
Kecamatan,

Pengkoordinasian pelaksanaan dan penyusunan laporan survey
kepuasan masyarakat,

Penyiapan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan, dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan

perundang-undangan.
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BAB Il
PROGRAM DAN KEGIATAN, PETA PROSES BISNIS
KECAMATAN RANAH PESISIR

3.1. Program dan Kegiatan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya,
maka Kecamatan Ranah Pesisir dalam periode 5 (lima) tahun kedepan didukung oleh
program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program dan Kegiatan (Utama)
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Rincian kegiatan dan sub kegiatannya sebagai berikut :
a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat,
Sub kegiatannya;
e Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan
perizinan Non usaha
e Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Rincian kegiatan dan sub kegiatannya sebagai berikut :
a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa,
Sub kegiatannya;
e Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
e Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Rincian kegiatan dan sub kegiatannya sebagai berikut :
a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sub kegiatannya;
e Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
¢ Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Rincian kegiatan dan sub kegiatannya sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala
Daerah
Sub kegiatannya;
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e Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
e Pelaksanaan Tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari
Rincian kegiatan dan sub kegiatannya sebagai berikut :
a. Fasiitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
Sub kegiatannya;
o Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
o Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
b. Program dan Kegiatan (Penunjang)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari
kegiatan sebagai berikut :
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
Sub kegiatannya;
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
Sub kegiatannya;
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
Sub kegiatannya;
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah,
Sub kegiatannya;
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
Sub kegiatannya;
a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
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Sub kegiatannya;

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

Sub kegiatannya;

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/
Sub Kegiatan/Output

Indikator outcome/ Output

KECAMATAN RANAH PESISIR

UNSUR KEWILAYAHAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Persentase Terlaksananya Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan
ASN

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN

Jumlah dokumen penyediaan administrasi
pelaksanaan tugas ASN

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

Jumlah paket pengadaan pakaian dinas beserta
atribut kelengkapannya

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang disediakan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan
yang disediakan

Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
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Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Jumlah  Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK

Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
Dilimpahkan Kepada Camat

Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada
Camat

Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan pelayanan perizinan Non usaha

Jumlah Laporan Pelaksanaan Non perizinan pada
Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang terkait dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

Persentase Terlaksananya Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi
Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
Berpartisipasi dalam Forum
Perencanaan Pembangunan di Desa

yang
Musyawarah

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

Persentase Terlaksananya Koordinasi
Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum

Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi
Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh
Agama dan Tokoh Masyarakat

Jumlah Laporan Harmonisasi hubungan dengan
tokoh agama dan tokoh masyarakat

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM

Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Persentase Terlaksananya Kegiatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan
Bangsa

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan
dan Kesatuan Bangsa

Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Komunikasi
Pimpinan di Kecamatan

Jumlah Laporan Tugas Forum Komunikasi Pimpinan
di Kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

Persentase Terlaksananya Program Pembinaan
Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan Fasiitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasiitasi,
Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Desa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka
Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Pelaksanaan
Wilayah

Jumlah laporan Koordinasi
Pembangunan Kawasan Perdesaan di
Kecamatan

22




PETA PROSES BISNIS
i/ Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026

2. Identifikasi Peta Proses Bisnis Kecamatan Ranah Pesisir

I. PROSES BISNIS UTAMA (LEVEL 0)

TOTAL PROSES ﬁ PROSES UTAMA ﬁaﬂ FROSES MANAJERIAL '-‘ PROSES PENDUKUNG
L -

7 3 = 3 1

u_ - “

KEC-RANPES-01 MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM Proses Utama
MENJAGA KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN

2 KEC-RANPES-02 MENINGKATKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA Proses Utama
PENDUKUNG PELAYANAN

3 KEC-RANPES-03 MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS PRODUK Proses Utama
UNGGULAN
4 KEC-RANPES-04 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGAWASAN DAN | Proses Manajerial

EVALUASI KINERJA

5 KEC-RANPES-05 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Proses Manajerial
6 KEC-RANPES-06 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA Proses Manajerial
7 KEC-RANPES-07 SARANA DAN PRASARANA Proses Pendukung
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Il. SUB PROSES BISNIS (LEVEL 1)

TOTAL 5UB PROSES ﬁ SUE PROSES UTAMA ... SUB PROSES MANAJERIAL '.. SUB PROSES PENDUKUNG
-
o

4

9 5 @ ~ |

KEC-RANPES-01.01 | KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Proses Utama

2 KEC-RANPES-01.02 | PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Proses Utama

3 KEC-RANPES-02.01 | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN | Proses Utama
PUBLIK

4 KEC-RANPES-03.01 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Proses Utama

5 KEC-RANPES-03.02 A PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Proses Utama

6 KEC-RANPES-04.01 | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGAWASAN DAN | Proses Manajerial

EVALUASI KINERJA

7 KEC-RANPES-05.01 | PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Proses Manajerial
8 KEC-RANPES-06.01 | PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA Proses Manajerial
9 KEC-RANPES-07.01 | SARANA DAN PRASARANA Proses Pendukung
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lll. AKTIVITAS / SUB SUB PROSES (LEVEL 2)

TOTAL AKTIVITAS g AKTIVITAS UTAMA a’ng AKTIVITAS MANAJERIAL ':- AKTIVITAS PENDUKUNG
14 7 B 3 i 4

KEC-RANPES- KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN Proses Utama
01.01.01 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

2 KEC-RANPES- PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Proses Utama
01.02.01 SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH

3 KEC-RANPES- PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG Proses Utama
02.01.01 DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

4 KEC-RANPES- PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG Proses Utama
02.01.02 DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

5 KEC-RANPES- KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA Proses Utama
03.01.01

6 KEC-RANPES- KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA Proses Utama
03.01.02

7 KEC-RANPES- FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI Proses Utama
03.02.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

8 KEC-RANPES- PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI Proses Manajerial
04.01.01 KINERJA PERANGKAT DAERAH

9 KEC-RANPES- ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Proses Manajerial
05.01.01

10 KEC-RANPES- ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Proses Manajerial
06.01.01

11 KEC-RANPES- ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Proses Pendukung
07.01.01

12 KEC-RANPES- PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG Proses Pendukung
07.01.02 URUSAN PEMERINTAH DAERAH

13 KEC-RANPES- PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN Proses Pendukung
07.01.03 PEMERINTAHAN DAERAH
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PETA PROSES BISNIS
T Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026

14 KEC-RANPES- PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG Proses Pendukung
07.01.04 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PETA SUB PROSES: Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan,

Ketentraman dan Ketertiban (KEC-RANPES-01)

PETA SUB PROSES

Meningkatkan Peran Serta Masyarakal Dalam Menjaga
Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

¢ KEC-RANPES-04

Perencanaan, Perencanaan,

Pengawasan dan Eval&' Penganggaran,

Pengawasan dan

Evaluasi Kinerja
N KEC-RANPES-01.01 KEC-RANPES-01.02
p‘*"’"":’:;rs;r":""‘ o KOORDINASI PENYELENGGARRAN L Rl
Sarans tan Prasarang - | M KETENTRAMAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN R e
KETERTIRAN UMUM ) Y

¢ K
Dukungan SemberDaya |
Manusia . I i Sumbar
Daya Marusia

PETA SUB-SUB PROSES: KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (KEC-
RANPES-01.01)

PETA SUB-SUB PROSES

KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LMUM

KEC-RANPES-04.01
[ I
Perencanaan, Perancanaan,
Pe awasmmva_aii pgaran,
Fenpawasan dan

Evaluast Kinerja

KEC-RANPES-01.01.01

—
f Pemerwhan Sarana dan Koerdinas! Upaya —— KEC-RANPES-05.01
| i i Pracatun: | R Penyelenggarazn Dukimgan Keuangan
— Hatenteraman dan Dagrah > Pengalolaan Keuangan
Ketertiban Umum Daerah

— 0RN
- KEC-RANPES-06.01
Dukungan Sumber Daya
Mansia ) Pengelolzan Sumber

Dizva Marwsia
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PETA PROSES BISNIS
Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026

CFM: KEC-RANPES-01.01.01-CFM-01 — Pelaksanaan Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
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CFM: KEC-RANPES-01.01.01-CFM-02 — Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh

/Agama dan Tokoh Masyarakat

il i ] ) 3 . 5 , Porguatan barjasr das
O e e - e 5

HECMANFESS1.01.01
HECAMATAN RANAH PESISIR

PETA SUB-SUB PROSES: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KEC-
RANPES-01.02)

PETA SUB-SUB PROSES

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

—
Parencanaan, Perencanaan,
Pengewenan din Bvcliagl ganggaran,
Pengawasan dan
Evaluasi Kinerja
. KEC-RANPES-01.02.00
—.
—_ KEC-RANPES-0
Pemenuhan Sarana dan Peﬂ)’éenggaraaﬂ Urusan A SRS PN S
S A e Pemarintatan Unuen Dukungan Keuangan
: Sesual Penugasan Kepala Daerah Pangeiolaan Keuangan
Diaerah Daerah

Dukungan Sumbar Daya o T
Marusta L Sumbsr
Daya Marusia
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PETA PROSES BISNIS
Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026

CFM: KEC-RANPES-01.02.01-CFM-01 — Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
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CFM: KEC-RANPES-01.02.01-CFM-02 — Pelaksanaan Tugas Forum Komunikasi Pimpinan di

Kecamatan
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WEC RAMPES 050201
EEAMATAN RANAH PEMAIR

PETA SUB PROSES: Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan (KEC-
RANPES-02)

PETA SUB PROSES

Meningkatian Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung
Palayanan

— IR S
Perencanaan, Perancanaan,
dan Evaiuasi Penganggaran,
Pangawasan dan
Evaluze: Kinerja
o anocso [— . — —|
. pm";m . PENYELENGGARAAN - KEC-RANPES-05
Tasar: : =
I Sarana o Prasaan | e PEMERNTAHAN DAN aia. wiivipla) G i o
PELAYANAN PUBLIK . .-Dn“r;u 5
— =
Dukungan Sumber Daya o —
Manusiz Pengelolaan Sumber
oy Manwisia
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PETA SUB-SUB PROSES: PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
(KEC-RANPES-02.01)

PETA SUB-SUB PROSES

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

FUBLIK

L 0701 Pemenuhan Sarana dan
Prasatana
Saren dan Prasareny | de———

KEC-RANPES-02.01.01 KEC-RANPES-02.01.02

Pelaksanazn Urusan Pelaksanaan Urusan

Pemarintahan yang Pemerintahan yang
Ditimpahkan kepada Dilimpahkan kepada
Camat Camat

Perencanaan, Perencanaan,
Pengawasan dan Ewalug' Fenganggaran,
Pangawasan dan
Evaluasi Kirerja

Dukungan Keuangan
Dasrah Pengelolaan Kewangan
) Daerah
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guhwgansm!bg[aaya (AEERANEEVOML

Daya Manusia

CFM: KEC-RANPES-02.01.01-CFM-02 — Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan

Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
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PETA PROSES BISNIS
Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026

CFM: KEC-RANPES-02.01.01-CFM-03 — Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan

pelayanan perizinan Non usaha

D hans
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i i Y sm—— i e !
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KEC-RANPES DZ.04.01

MECAMATAN RANAN FESISIR
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PETA SUB PROSES: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Produk Unggulan (KEC-RANPES-03)

PETA SUB PROSES

Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Produk Unggulan

' P R i B S

Pesgreanaan, Berencanaar,

Pengawasan dan Eva!uﬁi Pengangaaran,

Bengawasan dan

Evaluas Kinerja

i N KEC-RANPES-03.01 KEC-RANPES-03.02

| et S BEMBERDAVALN PEMBINAAN DN pT— KEG:RANPES:05.

Sarana a1 Prasarans | e MASYARAKAT DESA DAN PENGAWASAN vl
KELURAHAN PEMERINTAHAN DESA —p g e

¢ e s
Dukungan Sumber Daya [ .
Manusia > Pengelolaan Sumber

Daya Marusia
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PETA PROSES BISNIS
Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026

PETA SUB-SUB PROSES: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KEC-

RANPES-03.01)

PETA SUB-SUB PROSES

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Perencanaan, Perancanaan,
peﬂawmm dan Euahlgii Penganggaran,
Pengawasan dan

Evahiasi Kinerja

| — KEC-RANPES-03.0101 [l KEC-RANPES-03.0102
KEC-RANPES-07.01

Pemerwhan Sarmna dan Wﬂ
Prasarana Koordinasi Kegiatan Koordinasl Kagiatan Dukungan Keuangan
Siefiinah P Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Dasa _D"E.‘a"_’ Pengelolaan Keuangan
Daeeah
L ————
Dukungan Sumber Daya i
Manuzia ’ Pengelalaan Sumber

Daya Manusia

CFM: KEC-RANPES-03.01.01-CFM-02 — Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
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BA PETA PROSES BISNIS
T Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026

CFM: KEC-RANPES-03.01.01-CFM-03 — Pelaksanaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
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HEC-MANFES03.01.01
HECAMATAN RANAH PESIEIR

PETA SUB-SUB PROSES: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (KEC-

RANPES-03.02)

PETA SUB-SUB PROSES

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

— I
Perencanaan, Perencanaan,
Pengawasan dan &alug Penganggaran,
Pengawasan dan
Evaluasi Kinerja
KEC-RANPES-03.02.01
|
! ) Fasllitas!, Rekomendasi —
KEC-RANPES.- 0701 Pemenuhan Sarana dan dan Koordinasi : REG
Prasarang s Dukungan Keuangan
SaranG o Prasarany | e Pembinazn gan -
A Daetah Pengelolazn Keuangan
Pengawasan ————l g
Pemerintahan Desa
——
T MeL=kANFES-Uo UL
Maniisia . | R laan Sumber
Diaya Manusia
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CFM: KEC-RANPES-03.02.01-CFM-01 — Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Desa
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PETA SUB PROSES: Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja (KEC-

RANPES-04)

—
XEC Pemenuhan Sarana dan
Prasarana
SATANA G Prasarang | d——

PETA SUB PROSES

Perencenazn, Pengangaaran, Pengawasan dan Evaluas Kinera

KEC-RANPES-04.01

Perencanaan,
Penganggaran,

Pengawasan dan Evaiuasi

Kinerja

——
Dukungan Ketangan
Daerah

> Pengelalzan Keuangan
Dagreh

i
Dukungan Sumber Daya

Manissia ) Pengelalaan Sumber
Diava Manusia
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PETA SUB-SUB PROSES: Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja (KEC-

RANPES-04.01)

PETA SUB-SUB PROSES

Perencanzan, Penganggaran, Pengawasan dan Evaluzsi Kinerfz

¢ KEC-RANPES-05.01

Dukungan Keuangan
Dierah ) Pengelolaan Keuangan
Daerah
. | KEC-RANPES-04.01.01
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. Evaluasi Kinerja
Perangkat Daesah

Dukungan Sumber Daya i
Manusia | A Sumber
Diaya Marusia

CFM: KEC-RANPES-04.01.01-CFM-01 — Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah Berbasis SIPD - RI

Cokamen Tk Dekaren Tk
erghas rghaa
—_— -5 ee—— )
H i
Dojurmn { \ 1
g 1, Papueinan Inihatet J A | 1 /
() ! . b | 1 e AT e 5P i &0
\J Winara Kare! Farargit WMM| | . A Kaglaten kg (KA A
§ TR ekt Dstunen x \ r I’
2l 8 o by anen Hasatai K70
2z [
: g RRASKPD
i
I Tehoren Ttk
Bl £ lenfap
3 - e .. s
i é \ biarnen
i
* 7, Peoksanaan Dolumenias A Larghin |ahmuml.wu F i
[0e#) - Y l Anggerin '\J
A eldhsin _ =
veohiz [,
0

34
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CFM: KEC-RANPES-04.01.01-CFM-02 — Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Berbasis pemerintah Digital (Pemdi) Kabupaten Pesisir Selatan
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PETA SUB PROSES: Pengelolaan Keuangan Daerah (KEC-RANPES-05)

PETA SUB PROSES

Pengelciaan Keuangan Daerah

—
Pesencanaan, Berancanaan,
Pengawasan dan Evawgii Panganogaran,
Pengawasan dan
Evatugsi Kinerja
| e—)
Pemeruhan Sarana dan
Sarana dan Prasarana 1_%“”” Pengelofaan Kevargan
- Dazrah
—
Dukungan Sumber Daya
Manusia | Peng Smber

N Dzya Manusia
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PETA SUB-SUB PROSES: Pengelolaan Keuangan Daerah (KEC-RANPES-05.01)

PETA SUB-SUB PROSES

Pengelolagn Keuangan Dagrah

KEC-RANPES-04.01
Perencanaan, Perancaraan,
Pengaiasan dan E'-'a!.lsi Penganggaran,
Pengawasan dan
| Evaluasi Kinerja

Pemenuhan Sarana dan
Prasarana Administrasi Keuangan
1 Brasar e ——
 Sarana ton Frosarana Perangkat Dagrah

Dukungan Sumber Baya [

Manisia ; Pengalalzan Sumber
Daya Menusia

CFM: KEC-RANPES-05.01.01-CFM-01 — Melaksanakan Administrasi Belanja / Pengeluaran dengan

Uang Persediaan Perangkat
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CFM: KEC-RANPES-05.01.01-CFM-02 — Melaksanakan Administrasi Belanja / Pengeluaran dengan

Sistem Belanja Langsung
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WEC RANPES-06.01.01
HECAMATAN RAMAH PESIBIR

PETA SUB PROSES: Pengelolaan Sumber Daya Manusia (KEC-RANPES-06)

PETA SUB PROSES

Pangelolaan Sumber Daya Manusia

L —

Perencanaan, Parencanaan,
Peﬁwasan dan E\'alg Penganggaran,
Pengawasan dan

Evaluasi Kinerja

Ddkungan Keuangan
Darih N Pangalotaan Keuangan
Daerah
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PETA SUB-SUB PROSES: Pengelolaan Sumber Daya Manusia (KEC-RANPES-06.01)

—_—

| | Prasarana
| Sarana dan Prasarana. | M

Pengelolzan Sumber Daya Manusia

PETA SUB-SUB PROSES

KEC-RANPES-06.01

harministrasi
Kepegawaian Perangkat
Uaerah

—
Parencanaan, Berencanaan,
Pengﬂ\gsan dan Evalg% Panganggaran,
Pengawasan dan

Evaluasi Kinerja

— :
| KEC-RANPES-05.01
Dukungan Keuangan

Daerah ) Pengeiolagn Keuangan

Daerah

CFM: KEC-RANPES-06.01.01-CFM-01 — Melaksanakan Pengukuran Indeks Inovasi Daerah lingkup
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KEC-RANPES-D6.01.01
KECAMATAN RANAH PESISIR
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PET B PROSES: Sarana dan Prasarana (KEC-RANPES-07)

KEC-RANPES-07

Sarana dar Prasarana
KEC-RANPES-04
¢ ! J
Pemncanaan, Perancanaan,
Pangawasan dan E\m&@il Penganggaran,
Fengawasan dan
Evaluasi Kinerja
Dukungan Kewangan
Prasarer
Sarena dan Prasarena Daersh ) Pengelelaan Keuangan
Daerah
L e
Dukungan Sumber Daya
Manusia 3t Surmbar
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PETA SUB-SUB PROSES: Sarana dan Prasarana (KEC-RANPES-07.01)

PETA SUB-SUB PROSES

Sarana dan Prasarana
KEC-RANPES-04.01
—F
Pesencanaan, Perancanaan,
Pangawasan dan Evauagi 0
Feagawasan dan
Evaluasi Kinerja
KEC-RANPES-07.0101 [ KEC-RANPES-07.0102 [l KEC-RANPES-07.01.03 [ KEC-RANPES-07.01.04
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PETA PROSES BISNIS
T Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026

CFM: KEC-RANPES-07.01.01-CFM-01 — Melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat
Daerah
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: KEC-RANPES-07.01.01-CFM-02 — Meningkatkan Pengelolaan Arsip Berbasis Aplikasi
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CFM: KEC-RANPES-07.01.02-CFM-01 — Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
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CFM: KEC-RANPES-07.01.03-CFM-01 — Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
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HECAMATAN RANAH PESISIR

V. PETA RELASI PROSES BISNIS DAN OPD

SUB PROGES

9

KOORDINAS! KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

KEC-RANPES

ma. MENINGHATKAN PERAN SERTA MASTARAKAT CALAM MERJMAGS
KEAMANAN, KETENTRAMAN AN KETERTEAN

Proses Uta

i OPC PELAKSANA (1)

1. KECAMATAN RAMAH PESISIR

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

REC-RANPES-03.00

UNITALEMBAGA TERKAIT

0 &

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

KEC-RAN Loz

Prosas

WEENINGHATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENJAGA
MEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIEAN

[ OPD PELAKSANA |1)

1. KECAMATAN RANAH FESISIR

PEMEINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

KECHA 7

RELAS| TERDETERS!

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

KEC-RANPES-0Z.0

FProges Ufama MENNGKATKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PENDURIING
PELAYANAN

ORT PELAKSANA 1}

1. KECAMATAN RANAH PESIZIR

Perenicanaan, Penganggaran, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja

KE fm

Preses Litama: MENINGKATEAN KLIANTITAS DAN KUALITAS PRODUK UNGGULAN

i OPD PELAKSANA (1)

1. KECAMATAN RANAH PESISIR

Prosas Utama: MENINGRATRAN KUANTITAS DAN KUALITAS PRODUK LNGGULAN

1k OPD PELARSANA [1)

1. KECAMATAN RANAH PESISIR

Froses Ltama FERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGANASAN DAN EURLLIASI

KRERA

[ OPD FELAKSANA 1)

1. KECAMATAN RANAH PESICIR
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Pengelolaan Keuangan Dagrah

Froses Ltama; BERGELOLAAN KEAMANGAN DAERAH

& OPD PELAKSAMA (1)

1. KECAMATAN RAMAH PESISIR

PETA PROSES BISNIS
Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

MEC-RANPES-0511

Prosee Uama PENGELCLAAN SUMBER DYA MANSIA Proses Utama: SARANA DAN PRASARANA
& D PELKKSANA (1) B 0PC PELAKSANA {1}

1. KECAMATAN RANAH PESISIR 1. KECAMATAN RANAH PESIGIR
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iza PETA PROSES BISNIS
WY Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026

BAB IV
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Proses Bisnis Instansi Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, dengan kata lain Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten
Pesisir Selatan telah memiliki acuan dan pedoman dalam penyusunan dan penerapan
Standar Operasional Prosedur (SOP). Untuk itu, dalam penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) pada setiap bidang di lingkup Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir

Selatan dalam kurun waktu 2025-2029 agar mempedomani Peta Proses Bisnis ini.

Selfdp, 5 Agustus 2026

Al 7
AKOMYA'AZHAR, S. STP., M.Si
embina (1V/a)
NIP. 19901028 201206 1 002
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